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KEKHUSUSAN PENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN 

PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA

Oleh:

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati1 

Fakultas Hukum Universitas Udayana

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara 

Indonesia. Oleh karena itu semua tindakan negara melalui pemerintahan maupun lembaga-lembaga 

negara yang lainnya harus berlandaskan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. Lembaga peradilan adalah salah satu unsur dari sistem Negara Hukum yang bertugas menye-

lesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi demi untuk tegaknya hukum yang berlaku.

1 Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati adalah dosen pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstrak

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. 

Pengaturan secara khusus dalam bidang pemeriksaan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama adalah dalam cara menga-
jukan permohonan cerai talak oleh suami dan gugatan perceraian oleh isteri harus diajukan ke pengadilan agama yang daerah 
hukumnya meliputi kediaman isteri, kecuali isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama 
tanpa ijin suami. Pemeriksaan cerai talak  dan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup dan biaya perkara  
perceraian dibebankan kepada pemohon atau kepada penggugat.

Kekhususan pembuktian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama adalah pembuktian permohonan cerai talak, pembuktian 
dalam gugatan perceraian  berdasarkan pada alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, pembuktian dalam gugatan 
perceraian didasarkan alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai suami, pembuktian gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq, pembuktian gugatan berdasarkan alasan zinah. 
Untuk macam-macam perceraian yang tidak diatur pembuktiannya oleh Undang-Undang Peradilan Agama diberlakukan 
pembuktian dari HIR, RBG.

Kata kunci : Pengaturan, Kekhususan, Pemeriksaan, Pembuktian, Pengadilan Agama.

Abstract

Procedural law applicable to the Religious Court is the civil procedural law which applicable to the Courts in the public 
judicature area, except as speciically regulated in the Law on Religious Court.

Speciic provisions on the divorce examination in the Religious Court can be seen through the way to submit for talak divorce 
by the husband and the divorce claim from the wife shall be submitted to the Religious Court within the jurisdiction of the 
wife’s domicile, except if the wife intentionally leaving the residence jointly determined by her and the husband without her 
husband’s permission, examination of the talak divorce and divorce claim in a closed session, the divorce court fees charged 
to the applicant or to the plaintif.

Speciicity of authentications in Procedural Law of Religious Courts can be seen on the authentication of the talak divorce 
submission, authentication in a divorce claim based on the ground that one party gets imprisonment, authentication in a di-
vorce claim based on the ground that the defendant is disabled or disease which result in the inability to perform the duty as 
a husband, authentication in a divorce claim based on the ground of syiqaq, authentication in a divorce claim based on the 
ground of adultery. For all kinds of authentications of divorce that is not regulated by the Law on Religious Courts then the 
authentications set forth in HIR or RBG shall be applied.

Keywords: Arrangement, Speciicity, Inspection, Veriication, Religious Court.
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Di Indonesia lembaga peradilan menurut UUD 1945 diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehaki-

man, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam pertimbangan hukum UU No.48 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pera-

dilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan”.

Masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini mempunyai 

peraturan perundang-undangan dan wewenang sesuai dengan ruang lingkup lingkungan peradilannya 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU No.48 Tahun 2009, 

sebagai berikut:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan  perkara antara 

orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara tindak pidana militer 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 

sengketa tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada penguraian pengaturan ruang lingkup lingkungan badan-badan peradilan ini, yang dibahas 

dan dianalisis lebih lanjut adalah Pengadilan Agama sesuai topik penulisan ini.

Pengadilan Agama mendapat pengaturan khusus dalam UU No.7 Tahun 1989 yang telah dia-

mandemen oleh UU No.3 Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan UU No.50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (disingkat UU PA). Berdasar-

kan pada pengaturan ini, dapat diketahui bahwa Peradilan Agama diberlakukan hanya bagi orang-

orang yang beragama Islam, dan hanya menangani perkara-perkara perdata Islam tertentu menurut 

ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 3 tahun 2006 sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat
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g. Infaq

h. Sedekah, dan

i. Ekonomi Syari’ah”.

Khusus dalam bidang perkawinan yang dimaksud oleh UU No.3 Tahun 2006, adalah tentang 

perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana salah satu masalah 

dari perkawinan ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian. 

Perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama ini mencakup perceraian dengan cerai 

talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sen-

gketa perkawinan yang menyebabkan perceraian ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UUPA 

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali 

yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pengecualian pengaturan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama ini sesuai dengan tugas dan 

wewenang Pengadilan Agama yang khusus mengadili jenis perkara menurut agama Islam serta mewu-

judkan hukum materiil Islam. Dengan demikian, walaupun dari segi asas-asas hukum acara ada prin-

sip-prinsip kesamaan secara umum, namun secara khusus ada perbedaan antara hukum Acara Peradi-

lan Umum dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Pera-

dilan Agama ini tidak dijelaskan sebagai   ketentuan khusus. Tulisan ini akan menguraikan penunjukan 

ketentuan-ketentuan khusus tersebut berdasarkan hasil penelitian normatif yang mencakup sistematik 

hukum2 dari peristiwa hukum proses perceraian, sekaligus tentang pembuktian dari peristiwa 

terjadinya perceraian tersebut.             

Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah meliputi:

1. Bagaimanakah putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam dan pengaturan 

menurut hukum positif Indonesia ?

2. Bagaimanakah kekhususan pengaturan pemeriksaan perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan 

Agama ?

3. Bagaimanakah kehususan pengaturan pembuktian terjadinya perceraian dalam  Hukum Acara 

Peradilan Agama ?

II. PEMBAHASAN

2.1 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pengaturannya 

Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Salah satu asas dari suatu perkawinan menurut Syari’at dalam Islam, adalah perkawinan untuk 

selama-lamanya. Oleh karana itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk 

sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah 

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, h.80.
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mut’ah, nikah mukhalil, nikah muwaqqat. Untuk memelihara keutuhan suatu perkawinan agama Islam 

membenci suatu perceraian dan memandang perceraian sebagai sesuatu yang musykil (yang berten-

tangan dengan asas perkawinan atau peraturan perundang-undangan). Sebagaimana disabdakan oleh 

Rasullulah SAW, sebagai berikut: “Yang halal yang paling dibenci Allah ialah penceraian”. (H.R. Abu 

Daud dan dinyatakan Shaheh oleh Al Hakim).3

Suatu perceraian hanya terjadi jika terjadi pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan 

tidak dapat diselesaikan atau didamaikan serta dikhawatirkan menimbulkan perpecahan yang lebih 

besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk. Oleh karena itu untuk ter-

jadinya perceraian harus disertai alasan, sebagaimana Rasullulah SAW bersabda:

 “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, Ia menyatakan: Aku 

sesungguhnya mentalak (isteriku) dan sungguh Aku telah merujuk(nya)”. (H.R An Nasaa-i dan Ibnu 

Hibban).4

Menurut Ahli Fikih, dalam hukum agama Islam ada 9 macam perceraian yang merupakan alasan 

untuk terjadinya perceraian, sebagai berikut:

1. Talak
2. Talak Ta’lik
3. Syiqaq
4. Ila’

5. Zhihar

6. Faisyah

7. Khuluk

8. Fasakh

9. Li’an
10. Murtad5

Ad.1)  Talak
Talak adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada isterinya, yang pada 

azasnya merupakan hak mutlak pada suami. Jadi wewenang menjatuhkan talak sangat tergantung 

pihak suami, kapan saja dia kehendaki. Namun demikian untuk tertibnya, dulu berdasarkan UU 

No.32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk, dan sekarang dipertegas dalam 

UU No.1 Tahun 1974  jo PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang 

akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan 

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta 

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila talak telah dijatuhkan, bekas suami 

masih dapat merujuk atau menikah kembali dengan bekas isterinya. Untuk menikah kembali 

dengan bekas isteri dibatasi hanya sampai dua kali talak (Al Baqarah ayat 229). Apabila talak 

3 Kamal Muchtar. 1974. Asas Asas Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, h.145

4 Ibid., h.146.

5 Gatot Supramono, 1995, Hukum Pembuktian diperadilan Agama. Bandung: Penerbit Alumni, h.56.
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telah dijatuhkan talak tiga, bekas suami tidak diperbolehkan untuk mengawini bekas isterinya, 

kecuali bekas isteri sebelumnya pernah kawin dengan laki-laki lain (Al Baqarah ayat 230).6

Ad.2)  Talak Ta’lik
Talak ta’lik artinya penggantungan talak, yaitu adanya ikrar atau perjanjian suami yang dican-

tumkan dalam surat nikah dan diikrarkan setelah akad nikah. Dalam ikrarnya, suami menggan-

tungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila dikemudian hari suami melanggar salah 

satu atau semua yang telah diikrarkan, sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri selam 6 bulan berturut-turut, kecuali menjalankan tugas Negara;

2. Sengaja tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut;

3. Melakukan penyiksaan badaniah dan rohaniah kepada isteri;

4. Menambang isteri dalam masa 6 bulan berturut-turut.

Ad.3)  Syiqaq

Perselisihan antara suami isteri dengan jalan didamaikan melalui wakil-wakil (hakam) dari ke-

luarga mereka.

Ad.4)  Ila

Adalah bila seorang suami bertekad untuk tidak mau mencampuri isterinya dan melaknatinya.

Ad.5)  Zhihar

Zhihar artinya punggung. Bila seorang suami bersumpah yang ditujukan kepada isterinya, bahwa 

isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Di tanah Arab, menyamakan isteri dengan 

punggung ibunya berarti sudah tidak mau lagi mencampurinya.

Ad.6)  Fahisyah

Adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga yang dilakukan oleh suami atau isteri. 

Misalnya: menipu, mencuri, zina, berjudi dan sebagainya. Perceraian tidak langsung terjadi, 

melainkan yang berbuat diinsyafkan terlebih dahulu. Kalau tidak berhasil menginsyafkan is-

teri yang melakukan perbuatan, suami bisa menjatuhkan talak, sebaliknya apabila suami yang 

melakukan perbuatan, isteri bisa meminta suami menjatuhkan talak.

Ad.7)  Khuluk

Yang dimaksud khuluk adalah bercerai dengan mengganti kerugian, umumnya diartikan karena 

penebusan oleh pihak isteri. Khuluk dilakukan bila suami isteri tidak akan dapat bersatu kembali 

atau satu sama lainnya sudah saling membenci.

Ad.8)  Fasakh

Perceraian yang disebabkan karena suami atau isteri cacad, salah satu pihak mendapatkan hu-

kuman yang berat, suami tidak memberikan nafkah, meninggalkan tempat kediaman bersama, 

6 Ibid., h.57.
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suami melakukan penganiayaan berat. Perceraian dengan cara fasakh pada asasnya hak suami 

dan isteri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak 

suami. Perceraian dalam bentuk fasakh merupakan perceraian yang diputuskan oleh Hakim.

Ad.9) Li’an

Li’an artinya kutukan. Disebut li’an karena masing-masing pihak suami isteri mengutuk pihak 

yg lain setelah masing-masing menyatakan persaksiannya 4 (empat) kali yang dikuatkan den-

gan sumpah. Contoh suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya 

sebagai anaknya dan pihak isteri menolak tuduhan tersebut, sedangkan masing-masing tidak 

memiliki alat bukti yang bisa diajukan kepada hakim.

Ad.10)  Syiqaq

Salah seorang dari suami atau isteri yang semula beragama Islam kemudian memeluk agama 

lain, mengakibatkan putusnya perkawinan.7 

Berdasarkan pada macam-macam perceraian ini, ditinjau dari segi orang yang berwenang men-

jatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian dapat diklasiikasikan, sebagai berikut:

1. Perceraian yang dijatuhkan oleh suami dinamakan: talak.

2. Perceraian yang diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim, berdasarkan pada gugatan yang dia-

jukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan, seperti: khuluk, li’an, talak 

tak’lik, syiqaq.

3. Putusnya perkawinan dengan sendirinya, seperti: karena salah seorang dari suami atau isteri 

meninggal dunia.8

 Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 ten-

tang perkawinan. Pengaturan lebih khusus untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Kompilasi ini merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai 

kitab yang ditulis oleh para ulama Fikih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan 

agama. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI ini diintruksikan untuk disebar luas-

kan dan digunakan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama.9

Dilihat dari substansinya, KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan pelaksanaannya (PP 

No. 9 Tahun 1975), sama-sama menyebutkan:  

1.  Perkawinan dapat putus, karena:

a.  Kematian;

b.  Perceraian;

c.  Atas Keputusan Pengadilan (Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 113 KHI).

7 Ibid., h.57-60

8 Kamal Muchtar, Loc.Cit.
9 Abdurrachman. 2004. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, h.14.
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2.  Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan atau Penga-

dilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 

(Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 115 KHI). 

3.  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan 

dapat hidup rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 116 KHI).

4.   Dari ketentuan tata cara perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 s/d Pasal 41 UU No 1 Tahun 

1974, Pasal 117 dan Pasal 129 KHI dapat dinyatakan adanya 2 macam perceraian, yaitu: 

a. cerai talak

b. cerai gugat

5.  Alasan - alasan untuk terjadinya perceraian disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, 

sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain seba-

gainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin 

pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat men-

jalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan terjadinya perceraian huruf a sampai dengan f ini juga disebutkan dalam Pasal 116 

KHI dengan 2 (dua) tambahan alasan, yaitu karena:

1. Suami melanggar taklik-talak

2. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Adanya dua tambahan ketentuan alasan terjadinya perceraian yang tidak disebutkan dalam UU 

No 1 Tahun 1974, sesuai dengan jiwa UU Perkawinan yang bersifat nasional sebagaimana disebut-

kan dalam penjelasan umumnya. Sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, undang-

undang ini meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional yang bisa diperlakukan bagi berbagai 

macam suku bangsa dan golongan penduduk. Selain itu menampung prinsip-prinsip yang memberi-

kan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 

masyarakat,10 yang dituangkan dalam peraturan yang lebih khusus.

Berdasarkan analisis secara konstruksi dengan melakukan acontrario, macam-macam perceraian 

yang merupakan alasan terjadinya perceraian menurut hukum Islam, seperti terjadinya perceraian 

10 K. Wantjik Saleh. 1978. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, h.3
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karena talak, talak ta’lik, syiqaq, ila, zihar, faisyah, khuluk, fasakh, li’an, murtad telah ditampung 

dalam hukum positif tentang perkawinan dan ditampung lebih khusus lagi dalam Kompilasi Hukum 

Islam.

2.2. Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan 

Agama Dikategorikan Penyalahgunaan Keadaan?

  Peradilan Agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU PA, adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 dinyatakan sebagai peradilan untuk rakyat yang beragama 

Islam, hanya menangani perkara perdata tertentu yang diatur menurut Undang-Undang.

Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan 

keadilan, mempergunakan hukum acara sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 54 UU PA berbunyi: 

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara 

perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PA ini, peraturan hukum acara yang berlaku di 

Pengadilan Agama, antara lain adalah  UU No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU No. 3 

Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan 

Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan-peraturan terse-

but, antara lain:

1.    HIR (Het Herzeine Inlandsche Reglement);
2. RBG (Rechts Reglement Buitengewesten);

3. BW (Burgerlijke Wetboek);

4.  Rsv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering);

5.  Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

6. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

7.  UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Makamah Agung;

8.    UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelak-

sanaannya;

9. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), yang menyangkut tata cara 

sengketa perkawinan dan perceraian;

10.  Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata Islam yang terdapat dalam Alqur’an, Sunnah Nabi dan 

ijtihad sebagai hukum yang tidak tertulis.

Berdasarkan pada sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama ini, Roihan A Rasyid memberi 

rumusan hukum acara Peradilan Agama sebagai berikut:

“Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang- undangan negara maupun dari 

syari’at Islam yang mengatur bagaimana  cara orang bertindak kemuka Pengadilan Agama dan 
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juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk 

mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama”.11

Rumusan Hukum Acara Peradilan Agama ini sesuai dengan penerapan hukum acara pemerik-

saan perceraian yang berlandaskan ketentuan umum (hukum acara peradilan umum yang bersumber 

pada perundang-undangan negara) dan berlandaskan ketentuan khusus (syari’at Islam) yang dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum menentukan: “Gugatan perceraian diajukan oleh 

suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat ke-

diaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman ber-

sama tanpa ijin tergugat”.

Ketentuan ini tidak berlaku di lingkungan Peradilan Agama, walaupun diikuti ketentuan umum 

bahwa: “Setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, (Pasal 65 UU PA). 

Penyimpangan berlakunya ketentuan umum di Pengadilan Agama ini karena menurut hukum 

Islam ada tiga kualiikasi bentuk perceraian dilihat dari segi orang yang berwenang memutuskan per-
ceraian yaitu: cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (Li’an). Pengajuan perkara cerai 

talak diajukan oleh suami sebagai pemohon, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tem-

pat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

yang ditentukan bersama tanpa ijin suami (nusyuz). Sedangkan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri 

sebagai penggugat, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat 

(isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami 

(Pasal 66 ayat (2), Pasal 73 UU PA).

Ketentuan tentang cara mengajukan permohonan talak dan pengajuan gugatan di tempat kedia-

man isteri, menurut pendapat ahli hukum Islam sesuai dengan jiwa UU Perkawinan di Indonesia untuk 

melindungi wanita umumnya dan isteri khususnya. Ketentuan ini juga sesuai dengan hukum Islam, 

yang memberi legitimasi kaum wanita umumnya dan isteri khususnya. Dasar perlindungan ini dengan 

adanya kenyataan kedudukan isteri di dalam keluarga sebagai subordinasi suaminya, sedangkan 

posisinya relatif lemah, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan hak kontrol di dalam kelu-

arga, termasuk dalam perceraian.12

2. Dalam pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama dilakukan dengan sidang 

tertutup. (Pasal 66 ayat (2),  73 ayat (1) UU PA). Ketentuan khusus ini terkait dengan pandangan 

menurut hukum agama Islam, bahwa perceraian merupakan “konlik individual”, yang tidak 
etis apabila diketahui oleh pihak yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemeriksaan 

perkara tersebut.

3. Pasal 89 UU PA menentukan, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada peng-

gugat atau pemohon, bukan dibebankan kepada pihak yang kalah.

11 Roihan A. Rasyid. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, h.10.

12 Cik Hasan Bisri. 2000.  Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT. Raja Graindo Persada, h.259.
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Ketentuan khusus ini berdasarkan pandangan bahwa Peradilan Agama dalam bidang 

perkawinan merupakan perkawinan keluarga yang produk hukumnya tidak mengenal “yang kalah” 

dan “yang menang”.13

2.3. Kekhususan Pengaturan Pembuktian Terjadinya Perceraian Dalam  Hukum Acara 

Peradilan Agama. 

Subekti dalam bukunya “Hukum Pembuktian” menyatakan, membuktikan dalam hukum 

acara adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam 

suatu persengketaan.14 

Pernyataan tersebut menekankan bahwa suatu pembuktian dalam hukum acara perdata mempu-

nyai peranan yang penting, karena untuk dapat dikabulkannya apa yang menjadi  tuntutan para pihak 

yang dilanggar haknya yang dicantumkan dalam petitum suatu gugatan, alasan-alasan  atau peris-

tiwa yang menjadi dasar tuntutan tersebut (posita) harus dibuktikan dan berhasil dibuktikan. Dengan 

mengamati peranan suatu pembuktian maka hal-hal yang harus dibuktikan dalam suatu perceraian 

adalah alasan-alasan  atau peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam gugatan yang menjadi dasar dari 

tuntutan

Hukum Acara peradilan Agama dalam membuktikan peristiwa-peristiwa terjadinya perceraian, 

mempunyai dua versi pengaturan, yaitu hukum pembuktian yang berlaku pada pengadilan dalam ling-

kungan peradilan umum sebagai lex generalis, dan hukum pembuktian yang telah diatur secara khusus 

dalam UU PA sebagai lex specialis sehingga implementasi kekhususan pengaturan terjadinya per-

ceraian dalam pengadilan agama berpedoman pada “asas lex specialis derogat lex generalis” (keten-

tuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum). Dengan demikian, apabila UU PA sudah mengatur 

khusus acara pembuktian terjadinya perceraian, dengan sendirinya hakim tidak akan memberlakukan 

acara pembuktian dalam HIR atau RBG. Sebaliknya apabila acara pembuktian terjadinya perceraian 

tidak diatur secara khusus, hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.15

Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, menyebutkan bahwa: “Barang siapa mengatakan ia mempunyai 

hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak 

orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Dalam hukum acara perdata, untuk membuktikan peristiwa yang menjadi dasar tuntutan (guga-

tan) dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti, yang diakui sah menurut Undang-Undang. Hakim 

dalam menjatuhkan putusan terikat oleh alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang ini, dan wajib 

mempertimbangkan alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Alat-alat bukti yang dimaksud, antara lain yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 

RBG, Pasal 866 KUH Perdata, yang berupa: 

a. Bukti dengan surat, baik berupa surat yang autentik maupun surat di bawah tangan 

b. Saksi

13 Ibid., h.260.
14 Subekti. 1982. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta, h.78.

15 Gatot Supramono, Op.Cit., h.54.
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c. Persangkaan-Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah

Peraturan-peraturan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang terdapat dalam HIR, RBG dan 

KUH Perdata ini karena merupakan bagian dari hukum acara perdata, maka sesuai dengan Pasal 54 

UU PA, juga berlaku di Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU 

Peradilan Agama.

Berikut ini diuraikan pembuktian terjadinya perceraian yang diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang PA ialah meliputi:

1. Pembuktian dalam permohonan cerai talak.

Pasal 70 UU PA menentukan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 

mungkn lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan 

permohonan tersebut dikabulkan”.

Kata berkesimpulan dalam Pasal 70 ini dihubungkan dengan pembuktian menurut Undang-Undang 

Peradilan Umum adalah  menggunakan alat bukti persangkaan-persangkaan. Dalam pembuk-

tian dengan alat-alat bukti ini Pengadilan Agama secara khusus bukan menggunakan fakta-fakta 

apa yang harus disimpulkan, melainkan persangkaan-persangkaan yang disimpulkan hakim ber-

dasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan. Contoh: Hakim dalam menyimpulkan bahwa 

kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dengan menyimpulkan peristiwa-peristiwa 

selama proses perkara berlangsung, kedua belah pihak tidak serumah lagi, pernah diusahakan 

perdamaian tetapi tidak berhasil. Dalam hal menarik kesimpulan telah cukup alasan perceraian, 

hakim dapat menarik dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut: isteri pemboros, isteri senang ber-

judi, isteri banyak membuat hutang. 

2. Pasal 74 UU PA tentang pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu 

pihak mendapat pidana penjara, yang diajukan melalui gugatan oleh isteri. 

Pembuktian disini, dengan petunjuk, bahwa penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 

dari pengadilan yang berwenang dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan 

itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hu-

kum tetap, disamakan dengan akte autentik.

3. Pasal 75 UU PA mengatur pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya seba-

gai suami. Gugatan perceraian dengan alasan ini diajukan oleh isteri.

Pembuktian cacat badan dibebankan kepada suami (tergugat). Pembuktiannya disini, cukup 

dengan surat keterangan dokter tentang penyakit tergugat sebagai bukti yang sempurna. Un-

tuk membuktikan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, dibebankan kepada isteri 

(Penggugat). Untuk membuktikan peristiwanya dapat diajukan saksi-saksi yang melihat sendiri 

kehidupan rumah tangganya. Seperti dari keluarga dekat atau orang yang dekat dengan pihak 

yang bercerai. Misalnya: anak, orang tua, menantu, mertua, pembantu rumah tangga atau tetangga.
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4. Pasal 76, pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq.  

Dalam syiqaq, suami isteri berselisih dan sudah tidak mungkin rukun kembali, tetapi pihak 

isteri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai. Sedang suami bersiteguh tidak mau 

menceraikannya. Oleh karena itu, gugatan perceraian dengan alasan syiqaq diajukan oleh pihak 

isteri. Untuk membuktikan peristiwa syiqaq, dipergunakan keterangan saksi-saksi yang berasal 

dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak, misalnya: anak, orang tua, ipar, 

mertua, pembantu dan tetangga.16

5.  Pasal 87 UU PA tentang pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 UU PA pada pokoknya menyatakan, perbuatan 

zina sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi, sehingga undang-undang memberi petunjuk, 

bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Apabila sumpah diberikan kepada suami 

maka penyelesaianya dengan cara li’an, yang diatur dalam al-quran (surat an-nur), kemudian si 

isteri diberi kesempatan untuk bersumpah sehingga terhindar dari hukuman, walaupun si isteri 

telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, hubungan perkawinan tetap terputus karena 

ada li’an. Sebaliknya menurut Pasal 88 ayat(2), jika sumpah ini diberikan kepada isteri, sump-

ahnya bukan sumpah Li’an, tetapi sumpah yang berlaku pada ketentuan hukum acara Peradilan 

Umum.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Berlakunya peraturan hukum acara peradilan umum disamping peraturan khusus Hukum Acara 

Perdata Islam dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, adalah untuk mewu-

judkan hukum materiil Islam. Pemeriksaan perceraian yang diatur dengan ketentuan-ketentuan 

khusus, antara lain:

a. Permohonan cerai talak oleh suami dan gugatan perceraian oleh isteri, diajukan kepengadilan 

Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, kecuali isteri dengan sen-

gaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin suami.

b. Pemeriksaan cerai talak dan gugatan perceraian dalam sidang tertutup.

c. Biaya perkara perceraian dibebankan kepada pemohon atau kepada penggugat. 

2. Kekhususan pengaturan pembuktian terjadinya perceraian dalam hukum Acara Pengadilan 

Agama meliputi: pembuktian dalam permohonan cerai talak, pembuktian dalam gugatan 

perceraian yang didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, pembuktian dalam 

gugatan perceraian didasarkan alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, pembuktian gugatan perceraian didasarkan 

alasan syiqaq, pembuktian gugatan berdasarkan alasan zina. Untuk macam-macam perceraian 

yang tidak diatur pembuktiannya oleh Undang-Undang Peradilan Agama di berlakukan pembuk-

tian dari HIR, RBG.  

16 Ibid., h.62-69
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3.2.  Saran

1. Agar para pihak yang mengajukan perceraian lebih jelas dalam menghadapi akibat perceraian, 

diperlukan penjelasan dalam pengaturan alasan-alasan perceraian untuk umat Islam. Alasan 

mana yang bisa diajukan dengan cerai talak atau cerai gugat. Hal demikian dilakukan, karena 

seperti, alasan perceraian karena khuluk, pelanggaran talak ta’lik walaupun diputuskan oleh 

pengadilan, untuk terjadinya perceraian pihak suami harus mengikrarkan talak yang mempunyai 

batasan-batasan hukum.

2.    Terkait pengaturan proses pembuktian dalam hal terjadinya perceraian sebagaimana diatur 

dalam UU PA, seharusnya dapat diperjelas melalui pengaturan khusus dalam ketentuan penjelasan 

UU PA. 
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